ABSTRAK

Terdapat peningkatan yang signifikan pada jumlah kejahatan terorisme yang
dilakukan oleh perempuan di Indonesia pada periode 2016-2022 dibandingkan
periode tahun 2014-2015. Dengan adanya interdependensi keamanan non-tradisional,
Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sebagai koordinator utama
penanggulangan  terorisme di  Indonesia menggunakan keahlian dalam
pengarusutamaan gender ke dalam pembuatan kebijakan seperti United Nations (UN)
Women. Dengan teori keamanan non-tradisional, BNPT dan UN Women dapat
menentukan dan melakukan kerjasama yang paling tepat dengan mempertimbangkan
peran unik yang dimiliki perempuan di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis
akan berupaya mendeskripsikan kerjasama antara BNPT dan UN Women dalam
upaya pencegahan penyebaran ekstremisme kekerasan di Indonesia pada tahun
2018-2024. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode
penelitian deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan
perwakilan BNPT dan UN Women. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian
dibantu oleh laporan resmi BNPT dan UN Women melalui studi pustaka. Hasil akhir
penelitian menunjukan terdapat tiga kerjasama utama yang dilakukan oleh BNPT dan
UN Women yaitu penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan (RAN PE), publikasi “Analisis Gender tentang Ekstremisme
Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN”,
dan evaluasi RAN PE fase pertama. Terdapat tantangan seperti kapasitas pemerintah
dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan gender secara
menyeluruh masih ada.
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ABSTRACT

There has been a significant increase in the number of terrorist crimes committed by
women in Indonesia during the 2016-2022 period compared to the 2014-2015
period. With the interdependence of non-traditional security, the National
Counterterrorism Agency (BNPT), as the main coordinator for counterterrorism
efforts in Indonesia, utilizes expertise in gender mainstreaming in policymaking,
similar to the United Nations (UN) Women. Using the non-traditional security theory,
BNPT and UN Women can determine and carry out the most appropriate cooperation
by considering the unique roles that women have in society. In this study, the author
aims to describe the collaboration between BNPT and UN Women in efforts to
prevent the spread of violent extremism in Indonesia from 2018 to 2024. This research
is a qualitative study using a descriptive research method with primary data obtained
through interviews with representatives of BNPT and UN Women. The data obtained
from the interviews are then supported by official reports from BNPT and UN Women
through literature studies. The final results of the study indicate that there are three
main collaborations carried out by BNPT and UN Women, namely the formulation of
the National Action Plan for Preventing Violent Extremism (RAN PE), the publication
of Gender Analysis on Violent Extremism and the Impact of COVID-19 on Peace and
Security in ASEAN, and the evaluation of the first phase of RAN PE. There are
challenges, such as the capacity of the government and society in comprehensively

understanding and implementing gender perspectives, which still remain.
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